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DEWAN PERWAKILAH RAKYAT DAERAII
HABUPATE» PESISIR SELATAH

Menimbang

Men8in8at

:  a.  bahwa   dalam   ran8ka   sin8lgronisasi   Agenda   Pemerintah
Daerah  dengan  kegiatan  Dewan  Perwakiian  Rakyat Daerah
KabupaLten     Pesisir     Selatan     maka     perlu     dilakukan
penyusunan rencana keria alat kelen8kapan DPRD;

b.  bahwa untuk tertib pelaksanaan agenda Dewan Pervakilan
Rakyat   Daerah   Kabupaten   Pesisir   Selatan   sebagaimana
dimaksud   pada   huruf  a,   maka   perlu   disusun   Agenda
Kegiatan     Dewan     Perwakilan     Rakyat     Daerah     DPRD
Kabupaten Pesisir Selatan;

c.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan
Keputucan  Dewan  Perwa]dlan  Rakyat  Daerah  Kabupaten
Pesisir Selatan.

:   1.  Undang-Undang      Nomor      12      Tahun      1956      tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi   Sumatera   Tengah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)  jis Undang-undang Nomor
21  Drt Tahun  1957  (I.embaran  Negara  Republik  Indoensia
Nomor   77)   jo   Undang-undang   Nomor   58   Tahun   1958
(I.embaran  Negara  RI  Tahun  1958  Nomor  108,  Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;

2.  Undang-Undang     Nomor          12     Tahun     2011     tentang
Pembentukan   Peraturan  Perundang-undangan   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2011    Nomor    82,
Tambahan   I.embaran   Negara   Republik  Indonesia   Nomor
5234);



3.     Undang-undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan      Daerah      (I+embaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244,  Tambahan  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),   sebagalmana
telah   diubah   beberapa  kali   terakhir  dengan   Undang-
undang Nomor 9  Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas   Undang-undang   Nomor   23   Tchun   2014   tentang
Pemerintahan     Daerah     (I+embaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Ilembaran
Negara Republik Indonesia) ;

4.     Peraturan   Pemerintah  Nomor   18  Tahun  2016  tentang
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2016   Nomor   114,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) ;

5.     Peraturan   Pemerintah  Nomor   12   Tahun   2017   tentang
Pembinaan        dan        Pengawasan        Penyelenggaraan
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun  2017  Nomor  73,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;

6.     Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan dan Adrninistratif Finpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (I+embaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun  2017  Nomor  106, Tambahan  Lembaran
Negara R-epublfl£ Indonesia Nomor 6057) ;

7.     Peraturan  Pemerintah  Nomor   12  Tahun  2018  Tentang
Pedoman   Penyusunan   Peraturan   Tata   Tertib   Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Ilembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2018  Nomor  22,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197) ;

8.     Peraturan   Peme]intah  Nomor   12   Tahun  2019   tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembatan
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

9.     Peraturan  Menteri   Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006
tentang     Pedoman     Pengelolaan     Keuangan     Daerah
sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  20-11
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri    Nomor     13    Tahun    2006    tentang    Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.   Peraturan  Menteri   Dalam  Negeri  Nomor 80 Tchun  2015
tentang      Pembentukan      Produk      Hukum      Daerah,
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Menteri
Dalam Negeri Nomor  120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



11.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pesisir Selatan  Nomor  :  01
Ta_ht_I_ri.    2021    ±erlte_n±g   APBD    Kp+bt±_¥±3_±er£T±    Pe`=ei-=±ir    S.ale_t£3_r!=
Tahun Anggaran 2021 ;

12.   Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 02 Tahun 2021
tentang   Penjabaran    A_PBD   _Ka_b]].pe.ten_   Pe-sisir   Selatar]_
-Tahun-Anggaran`20f21.

Memperhatikan   :   Hasil   Rapat  Badan  Musyawarah   DPRD   Kabupaten   Pesisir
s.€1a.tf==iTi =-==€±.==. +i==_¥i s=f±i=i, tfi#L88.=±  i  Fet=!rifif± 2e!21,

HEMUTUSKAN:

E¥igll=inp-rfell    :

KESATU

KEDUA

Eij5-TIGi,4

Menetapkan Agenda Keriatan Dewan Pervakflan Rakyat Daerah
DPRD  Ka_bupaten_  Pesisir  Sela_±a_n_5  pe_da  Masa_  S±da_ng  I  Tar.uz?_
202 i sebagaimana dal-tar teriampir;

:   Apabila  dalan  tahun  beljalan  terdapat  agenda  yang  bersifat
mendesak alas usulan Pemerintah Daerah maupun DPRD .vans
tidaj±  tercant-urn  dalan  lalxpiran  Keputusan ini,  maka agenda
kegiatan dimaksud dapat dilakukan revisi dan atau penambahan
terhadap Keputusan ini.

:   Segala     biaya    yaffig     dik€iuarkan     affibat    diberialRIkarHrya
Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Amggaran 2021.

.    +Ei€£±ijL-LLiELi   ilii   =ijEEia:i€i#   ¥€jak   FiaH88al   dit8tap:if*gr4   dan4   apa=i3iia
terdapat    kekeliman    dalan    penetapan     akan    diperbaiki
sebagainana mestinya.

Ditetapkan di   :  Painan
Padatangg_al     :        Februari  2021

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1 .  Bupati Pesisir Selatan di Painan
•=.   Fiif±pifiai-i dal-1 ifeggi=ita E5_FE==j EiLatl-i±£fatEi-1 P-e`si-sir St:ifliali di f=aiI±a±iT



Ifamphan   :   Kepqtusan Dewazi PemeE!e± Rakyat Daemh Hah. Pesisir Selatan

c>   lTRTRID:neninR[i
1 Febrund 20CI
Agenda   Hegi&tan   Dcwan   PenraHlan   Rakyt   Daccah
Xab. Peslslr Sehatan Pada Mass Sidapg I Tahun 20B1

NO HARE DAM TANGGAL HREIATan

1. Rabu a.d Sabtu Konsultasi dan koordinasi Perorangan Anggota DPRD
3 s.d 6 Februari 2021 Kabupaten   Pesisir   Sefatan.   (Luar   Daerah   Luar

Fhovinsi).

2. Senin s.d Kamis Konsultasi dan Koordinasi BK dan BAPEMPERDA
8 s.d 11 Februari 2021 (Luar Daerah Luar Fhovinsi).

3. Senin s.d Jum'at Kegiatan  Komisi  DPRD  Kdbupaten Pesisir Sehtan
15 s.d 19 Februari 2021 q2apat Dengar Pendapat/ Hearing/ "njaulapangan).

4. Selasa s.d Jum'at Pendalam  Tugas  Hmpinan  dan  Anggota  DPRD
23 s.d 26 Februari 2021 Kabupaten  Pesisir  Selatan  {Luar  Daerah  Dalam

Ptovinsi).

5. Senin,1 Maret 2021 Rapat   Badan   Musyawarah   DPRD   Kabupaten
Pesisir Selatan Pada Masa Sidang I Tahun 202 1


